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Status Quo



Ratifikasi UN CRPD 
→ UU Nomor 8 Tahun 2016

Article 1:

“Persons with Disabilities (PwD) include those who 
have long-term physical, mental, intellectual or 
sensory impairments which in interaction with various 
barriers may hinder their full and effective 
participation in society on an equal basis with others.”

Persons with Disabilities (PwD) – Penyandang 
Disabilitas

Dari “objek”  of sumbangan, rehabilitasi medis, dan 
jaring pengaman sosial

→

Menjadi  “subjek” with hak, pilihan, dan membuat 
keputusan untuk hidup mereka; bagian dari aktor 
yang berpartisipasi aktif di masyarakat



Populasi Penyandang 
Disabilitas 

di Indonesia 26 Juta Jiwa
Survei Sosial Ekonomi Nasional (2019)



Fokus:
Digital Skills for Persons with 
Disabilities (PwD)

Digital ICT camp for Youth 
with Disabilities

Pelatihan TIK bagi disabilitas 
angkatan kerja

Kompetisi TIK bagi 
Disabilitas Angkatan Kerja

#2#1 #3

Inklusi Digital - Home (baktikominfo.id)

https://inklusidigital.baktikominfo.id/


People are disabled by barriers 
in society, not by their 
impairment or difference.

Source: Microsoft inclusive component

Social Model 
Disability:

Accomodation exist (eg, assistive technology, 
standard, techniques, guidelines). When 
applicable, people are abled.
When ignored, they become disabled.



“From the presentation, 
what I know is accessibility 
standard, especially for 
digital is not available yet 
in Indonesia, this include 
reasonable adaptation. Do 
you have any say towards 
this situation?”
Thong Kuay



Aksesibilitas Digital
(a11y)

Bagaimana informasi digital (di website, aplikasi, 

dan format digital lainnya) dapat diakses dengan 

layak dengan beragam latar belakang pengguna, 

terlepas dari disabilitasnya, baik dengan dan tanpa 

alat bantu/teknologi.



What can be (in)accessible?

Website Aplikasi Dokumen Digital Konten Media 
Sosial

Perangkat Lunak



Rujukan Standar 
Internasional

Operating system, formats, 
and universal for all type of 
disabilities.



Dokumen Digital

PPT



PDF

Proses pembuatan sebuah dokumen sangat vital untuk memastikan keluarannya 

memiliki tingkat aksesibilitas yang memadai, khususnya bagi pembaca dengan 

disabilitas penglihatan (tunanetra, low-vision, buta warna).

Source: https://pdfua.foundation/

Banyak PDF yang tidak mudah dibaca oleh pengguna pembaca 
layar karena beberapa faktor:

1. Dipindai dari dokumen cetak
2. Itu disimpan / diunduh menggunakan opsi "Cetak Sebagai 

PDF"
3. Mungkin salah mengetik menggunakan perangkat lunak 

pengolah teks apa pun
4. PDF interaktif 

→ Beberapa pengolah teks sudah memiliki fitur aksesibilitas 
yang memudahkan konversi aksesibilitas dokumen.



Bayangkan….

• Dokumen 1 halaman  Vs 

Dokumen 300 halaman

• PDF statis vs interaktif



Tools-nya apa?

Tools sehari-hari yang 
digunakan tiap bidang keahlian

=

(Mayoritas) BUKAN pengadaan 
baru.

Digital Accessibility = Assistive Technology

dll.



Kondisi saat ini: Regulasi

• Stakeholder utama: Kementrian Sosial (social 
security)

• Kata “aksesibilitas” dan “inklusif” yang 
merujuk pada penyandang disabilitas muncul 
dalam Undang-undang, PerPres, hingga 
Perda/PerGub dan Ingub

• Instruksi sektoral; belum disertai panduan 
standarisasi

• Ranah informasi - teknologi - komunikasi (ICT) 
terkait disabilitas baru sampai tahap literasi 
digital; fokus di disabilitas belum ke 
lingkungannya. ICT ranah teknologi, bukan 
social security.

• Banyak K/L belum membahas isu inklusivitas 
terkait aksesibilitas digital; fokus ke pada 
penyediaan sarana dan prasarana fisik 



Kondisi Saat Ini: Penerapan

Kesadaran (mulai) ada, tapi belum 
merata. Baru sebagian K/L atau Dinas 
sudah memulai. 

→ Belum optimal/akses sepenuhnya

→ Multi interpretasi

→ Belum memenuhi standarisasi 

→ Anggapan dengan tambahan “overlay” 
sudah memenuhi kaidah 

Input dari Multi Stakeholder Dialog 
Jakarta Smart City (2022):

→ Kebutuhan panduan selain regulasi 
spesifik.

→ Kebingungan dalam menemukan 
rujukan





Relevansi Aksesibilitas 
Informasi Digital 

Transparansi 
informasi

yang layak diakses oleh 

semua masyarakat, termasuk 

penyandang disabilitas.

Partisipasi 
publik

di berbagai bidang, 

diantaranya partisipasi 

politik, ekonomi digital, 

transportasi, hingga tenaga 

kerja inklusif. 

Tata kelola 
pemerintahan 
yang inklusif.



Kesesuaian dengan 
RPJMN dan SDGs

RPJMN 2020-2024

Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik dalam 

Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi 

Publik: Penataan Kelolaan Komunikasi Publik

SDGs

• Tujuan 10: Mengurangi kesenjangan intra dan antar 

negara

• Target 10.2: Pada tahun 2030, memberdayakan dan 

meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi 

semua, terlepas dari….disabilitas,... atau status 

lainnya

Peraturan Pemerintah 
No.70/2019

• Kebijakan I: peningkatan pelayanan dan fasilitas 

publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas

• Kebijakan IV: penyediaan sistem komunikasi dan 

informasi publik yang mudah diakses, andal, dan 

responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas

KEM PPKF 2023

Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 yang 

mencakup  infrastruktur digital, pemerintahan 

digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital



RANHAM 2021-2025
Pasal 3:  

“Empat sasaran strategis dalam 
melaksanakan penghormatan, 
perlindungan, pemenuhan, penegakan, 
pemajuan HAM, yaitu perempuan, 
anak, penyandang disabilitas, dan 
kelompok masyarakat adat”



Tersedianya pedoman 
aksesibilitas digital untuk 

1. Website

teks, foto, video, 
infografis

2. Dokumen Digital

word, ppt, pdf

3. Media Sosial 

teks, foto, video, 
infografis

4. Aplikasi Digital

iOS, Android

Indikator Capaian dengan Target Terukur

Bagi Instansi/organisasi 
non disabilitas



Kriteria 
dokumen:
Kompleksitas rendah



Kriteria 
dokumen:
Kompleksitas menengah



Kriteria 
dokumen:
Kompleksitas tinggi



Kesalahpahaman yang 
kerap terjadi

Website/app untuk 
penyandang disabilitas 
BERBEDA
dan harus berdiri sendiri.

Informasi untuk penyandang 
disabilitas harus selalu 
berbeda/dipisahkan dari 
masyarakat non-disabilitas. 

Contoh: disabilitas netra hanya 
bisa membaca via Braille.

Butuh alat khusus dan 
mahal untuk membuat 
informasi sesuai standar 
aksesibilitas.

#2#1 #3

Dan bisa diminimalisir dengan adanya panduan



Penerima Manfaat

• Penyandang Disabilitas, 
• Kementerian/Lembaga, 
• Pemerintah Pusat/Daerah, 
• Swasta, 
• Lembaga Swadaya Masyarakat,  
• Organisasi Penyandang Disabilitas

Stakeholder

Kementerian Komunikasi dan 
Informatika:
• Ditjen IKP, 
• Ditjen APTIKA



Dampak 
langsung lainnya:

Standarisasi aksesibilitas 
dari insepsi.

Bersama majukan negeri melalui inklusi 

teknologi. Karena Indonesia maju 

#MulaidariKamu





Contoh implementasi dan 
pedoman negara lain



United States of America:
Section508.gov

Australia:
Digital Transformation Agency

https://www.section508.gov/
https://www.dta.gov.au/help-and-advice/digital-service-standard/digital-service-standard-criteria/9-make-it-accessible
https://www.dta.gov.au/help-and-advice/digital-service-standard/digital-service-standard-criteria/9-make-it-accessible


Template & Panduan Publik yang tersedia 
via online

Accessibility Guidelines from 
Singapore Government Design System

Accessibility Guidelines from GOV.UK

https://www.designsystem.tech.gov.sg/guides/writers-accessibility/
https://www.designsystem.tech.gov.sg/guides/writers-accessibility/
https://www.gov.uk/guidance/accessibility-requirements-for-public-sector-websites-and-apps


EU 

Penyebutan Spesifik Aset digital per 
sektor:

- Electronic informations, 
- Website, 
- Application, 

Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2015:0615:FIN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2015:0615:FIN


Peran Suarise & CSO

Pengembangan 
Kapasitas

→ Bagi yang terlibat 
dalam perencanaan 
pembuatan panduan

Pendampingan Tenaga Ahli 
dalam Perencanaan 
Pembuatan Panduan

→ Policy, Standardisation, SOPs

(Tentatif) Referensi ke 
Organisasi/Implementor 
Negara lain & OPD

→ Kemungkinan kolaborasi dengan 
organisasi lokal maupun internasional

Kanal Aduan Publik (via Ba11y)

→ Penyandang disabilitas bisa 
melaporkan/mengevaluasi secara 
sistematis saat menemukan informasi 
yang tidak akses



Target capaian:
Kominfo

B06 (2023) B12 (2023) B18 (2024) B24 (2024)

1. FGD mengenai urgensi 
pedoman aksesibilitas 
digital untuk dokumen 
digital bagi Kominfo 
(Pengelola Data/PPID 
Kominfo/Kehumasan) 

2. Identifikasi dan Pemetaan 
data dokumen digital di 
Kementerian Kominfo 
yang layak akses, serta 
Keterlibatan dalam survey 
mini identifikasi 
kebutuhan keterbukaan 
data digital bagi disabilitas

1. Menyusun Kajian 
identifikasi pemetaan data 
dokumen digital 
Kementerian Kominfo 
yang layak akses

2. FGD mengenai urgensi 
aksesibilitas digital untuk 
dokumen digital bagi 
Pemerintah (Pengelola 
Data/PPID KL/Kehumasan 
KL)

3. Identifikasi data dokumen 
digital di K/L  (mekanisme 
permohonan tertulis 
kepada K/L)

1. Hasil 
identifikasi/pemetaan 
dokumen digital 
pemerintah

2. Penyusunan pedoman 
aksesibilitas digital 
untuk dokumen digital  
(Word, PowerPoint, 
dan PDF) 

Sosialisasi Pedoman 
aksesibilitas digital untuk 
dokumen digital (Word, 
PowerPoint, dan PDF) kepada 
pemerintah (Pengelola 
Data/PPID KL/Kehumasan KL)



Target capaian:
Suarise

B06 (2023) B12 (2023) B18 (2024) B24 (2024)

1. Keterlibatan dalam FGD 
mengenai urgensi pedoman 
aksesibilitas digital untuk 
dokumen digital bagi 
Pemerintah (Word, Pdf, 
PowerPoint, Excel) dan 
memberi masukan dalam 
identifikasi dan pemetaan 
data dokumen digital di 
Kementerian Kominfo yang 
layak akses

2. Survey mini identifikasi 
kebutuhan keterbukaan data 
digital bagi disabilitas

1. Menyusun kajian mengenai 
identifikasi/pemetaan 
kebutuhan keterbukaan data 
bagi disabilitas

2. Keterlibatan dalam FGD 
mengenai urgensi aksesibilitas 
digital untuk dokumen digital 
bagi Pemerintah (Pengelola 
Data/PPID KL/ Kehumasan KL)

3. Terlibat dan memberi masukan 
dalam Identifikasi data dokumen 
digital di K/L  (mekanisme 
permohonan tertulis kepada 
K/L)

1. FGD bersama perwakilan 
Organisasi Penyandang 
Disabilitas

2. Terlibat dan memberi 
masukan (tertulis) dalam 
Penyusunan pedoman 
aksesibilitas digital untuk 
dokumen digital  (Word, 
PowerPoint, dan PDF)

Keterlibatan dalam 
Sosialisasi Pedoman 
aksesibilitas digital 
untuk dokumen 
digital (Word, 
PowerPoint, dan 
PDF) kepada 
pemerintah 
(Pengelola 
Data/PPID K/L/ 
Kehumasan KL)



Disability
isn’t the question of IF
but WHEN



Digital accessibility (a11y): 
Improve e-literacy, public service 
collaboration, and active participation 
from disabled communities.

In other word: “No one left behind.
Because to be able to recover stronger and stronger in the aftermath 
of global pandemic, we need to reach out all parts of society in a fair, 
sustainable, and equitable manner.”
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